
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan umum UUD itu dengan tegas mengatakan bahwa negara 

Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka 

(machtsstaat). Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional dan bukan berdasarkan 

atas absolutisme. Kedaulatan terletak di tangan rakyat yang dilaksanakan oleh Majelis 

Pennusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang terlinggi. 

Presiden adalah mandataris MPR yang bertanggung jawab menyelenggarakan 

pemerintahan tertinggi di bawah MPR. Presiden Republik Indonesia, demikian 

dikatakan oleh pasal 4 UUD 1945, “memegang kekuassaan pemerintah menurut 

undang-undang dasar.” Dengan ditegaskannya kedaulatan adalah di tangan rakyat dan 

dilaksanakan oleh MPR, Presiden adalah mandataris MPR, dan kekuasaan presiden 

dijalankan menurut UUD, maka dapat dikatakan bahwa UUD 1945 lebih menekankan 

atas asas kedaulatan rakyat atau secara lebih tegas adalah negara hukum yang 

berasaskan kedaulatan rakyat dan bukan negara hukum integralistik menurut paham 

Hegel yang menekankan kedaulatan negara dan menjelma pada seorang pemimpin. 

Bukan pula negara yang aianalogikan sebagai sebua’n keluarga, dengan hak-hak 

alamiah yang lazim dijumpai dalam hubungan antara bapak dengan anak-anaknya

(Mahendra, 1996: 41).
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Isu sentral kehidupan ketatanegaraan di Indonesia adalah pencaharian 

identitas prinsip-prinsip dalam konstitusi dan ideologi yang dianutnya, baik sebagai 

filsafat bermasyarakat maupun sebagai kaidah-kaidah kenegaraan. Oleh karenanya 

pencaaharian prinsip-prinsip yang didukung oleh kenegraan di Indonesia pertama kali 

adalah sejauh mungkin mengungkapkan sumbangan kultural umaat Islam terhadap 

ideologi Pancasila itu sendiri. Sehubungan dengan itu, pemikiran tentang sumbangan 

konsep dan prinsip ajaran Islam menurut Din Syamsudin (1993: 1) adalah sebagai 

refleksi pencaharian landasan intelektual sebagai fungsi dan peranan negara atau 

pemerintah yang di dalamnya di pandang pula sebagai instrumental untuk memenuhi 

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Lahiriyah maupun bathiniyah.

Pencaharian konsep tentang negara oleh para ulama politik mengandung dua 

maksud: pertama, untuk menemukan identitas Islam tentang negara (menemukan 

aspek teoritis dan formal), yaitu mencoba menjawab pertanyaan “bagaimana bentuk 

dan prinsip ketatanegaraan dalam Islam”. Hal itu lahir karena asumsi bahwa dalam 

ajaran Islam yakni dalam al-Qur’an terdapat ide dasar tentang konsep ketatanegaraan. 

kedua untuk melakukan idealisasi dari prespektif Islam tentang prosese 

penyelenggaraan negara (menekan praktek praktis dan substansia), dalam rangka 

menjawab pertanyaan “bagaimana prinsip-prinsip substansial ketatanegaraan dalam 

Islam (Din Syamsudin, 1993: 1).

Studi mengenai negara hukum dalam Islam dikaji oleh fiqh siyasah atau 

Siyasah Dusturiyah. menurut prof. Atjep Djazuli (2000: 26) beliau mengutip 

pemyataan Ibn al-Qayyim, Siyasah Dusturiyah adalah siyasah mengacu pada syara.



Dan dalam mekanisme pengendalian dan pengarahan kehidupan umat, terkait

keharusan moral dan politis untuk senantiasa mewujudkan keadilan, keramahan,

kemaslahatan dan kehikmahan..Hal ini merupakan akibat langsung dari ciri yang

melekat pada syari’at Islam itu sendiri, yaitu:

Seluruhnya adil, rahmat, maslahat dan mengandung hikmah; setiap masalah 
yang keluar dari keadilan menjadi kedhaliman, dari rahmat menjadi laknat, 
dari maslahat menjadi mafsadat, dari yang mengandung hikmah menjadi sia- 
sia bukanlah syari’ah. (A. Djazuli, 2000: 27).

Sedangkan menurut Muhammad Iqbal, (2001: 5) mengartikan siyasah 

dusturiyah sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan atau 

pemerintahan yang berdasarkan syan’at. Selanjutnya ia mengutip pendapat Abdul 

wahab Khallaf tentang pengertian Siyasah Dusturiyah dengan :

\jf jlvail £33 j be. 0 ju JJ

1 J 1^3 b JuHj 1 Li3j~L>-

Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin 

terciptanya kemaslahatan dan terhindamya kemadharatan dari masyarakat Islam, 

dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syari’at Islam dan prinsip-prinsip 

umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama Mujtahid.

Dalam Siyasah Dusturiyah, kepala negara menjalankan pemerintahan tidak 

berdasarkan mandat Tuhan, tetapi berdasarkan hukum-hukum syari’at yang 

diturunkan Tuhan kepada manusia melalui Rasul-Nya Muhammad Saw. Sejauh 

disebutkan secara tegas oleh syari’at, maka penguasa tinggal melaksanakan saja apa
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yang dsebutkan dalam sumber syari’at tersebut, yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah. 

Namun karena hukum syari’at lebih banyak bersipat global dan baku manusia diberi 

wewenang yang luas untuk mengadakan ijtihad terhadap masalah-masalah yang tidak 

diatur secara tegas oleh syari’at. Tentu saja ijtihad tersebut harus sejalan dengan 

prinsip-prinsip kemaslahatan manusia dan tidak bertentangan dengan semangat 

syari’at Islam itu sendiri (M. Iqbal, 2001: 203).

Dalam Islam, kepala negara bukanlah sosok untouchableman (orang yang tak 

tersentuh hukum), kepala negara tidak berbeda dengan warga negara lainnya yang 

tidak kebal di mata hukum. Dalam konsitusi Indonesia seorang kepala negara sama 

di muka hakim artinya kepala negara bukanlah seperti raja dalam teokrasi yang dapat 

berbuat apa saja atas nama Tuhan untuk kepentingannya.

Ide negara hukum dalam literatur ilmu kenegaraan dan filsafat hukum sudah 

dikenal sejak zaman Plato (347-427 SM). Saat itu, Plato menggunakan istilah Nomoi 

untuk menyebut yang sekarang dikenal dengan istilah negara hukum (Wahid dan 

Rumadi, 2001: 44). Ide Plato digali dan dikembangkan oleh Immanuel Kant dan 

sarjana-sarjana setelahnya.

Sedangkan dalam pandangan Muhammad Tahir Azhary, memang ide negara 

hukum secara teknis dan konseptual dikembangkan di Barat akan tetapi sebenamya 

Islam sudah memberikan perangkat-perangkat nilai untuk membangun sebuah negara 

hukum yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Saw. Di Madinah (Azhary, 1992:

12).
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Dalam pandangan Muhammad Tahir Azhary (1992: 80), dilihat dari segi 

substansinya, maka konsep nomokrasi Islam dan rechtsstaat serta rule of law 

memperlihatkan perbedaan watak yang mendasar. Dalam nomokrasi Islam, Allah 

adalah titik sentral (teosentrik), sedangkan dalam kedua konsep Barat itu, manusia 

adalah titik sentral (antroposentrik). Dalam nomokrasi Islam nilai-nilai transendental 

tetap melembaga. Sebaliknya, dalam konsep Barat nilai-nilai itu sudah diasingkan. 

Socialist legality yang berpijak pada komumsme dan ateisme sangat bertentangan 

dengan nomokrasi Islam yang berlandasan tauhid (unitas).

Selanjutnya Muhammad Tahir Azhary (1992: 216), membandingkan 

nomokrasi Islam dengan rechtsstaat dan rule of taw ada beberapa keunggulan dan 

kelebihan dari nomokrasi Islam yaitu:

a. Bersumber dari wahyu Allah Swt. karena itu ia mengandung kebenaran mutlak.

b. Bersifat bidimensional: duniawi dan ukhrawi.

c. Secara konseptual mengandung nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan.

d. Dua doktrin pokok dalam Islam yaitu: (1) tauhid (unitas) dan (2) amar ma Vw/ dan 

nahi munkar melandasi nomokrasi Islam.

e. Bersifat universal dan eternal serta sesuai dengan fitrah manusia.

Atas dasar inilah penulis arahkan topik tersebut dengan judul karya tubs: 

Prinsip-prinsip Negara Hukum Menurut Muhammad Tahir Azhary di

Indonesia.
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B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis akan merumuskan beberapa 

masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Prinsip-prinsip Negara Hukum Muhammad Tahir Azhary?

2. Bagaimana Implementasi Konsep Negara Hukum Muhammad Tahir Azhary di 

Indonesia?

3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Konsep Negara Hukum 

Muhammad Tahir Azhary?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui Bagaimana Prinsip-prinsip Negara Hukum Muhammad Tahir 

Azhary.

2. Mengetahui Bagaimana Implementasi Konsep Negara Hukum Muhammad Tahir 

Azhary di Indonesia.

3. Mengetahui Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Konsep Negara 

Hukum Muhammad Tahir Azhary.

D. Kerangka Pemikiran

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi 

pokok dari kekuasaan politik negara adalah agensi (alat) dari masyarakat yang 

mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam
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masyarakat dan mentertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia 

hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus antagonistis dan penuh pertentangan. Prof. 

Miriam Budiardjo (1983: 38) mendefinisikan negara sebagai organisasi yang dalam 

suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan 

kekuasaan lainnya yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dan kehidupan bersama itu.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi negara, suatu negara membutuhkan 

sistem hukum dan dengan perantaraan pemerintah berserta segala alat-alat 

perlengkapannya. Kebanyakan para filosof politik dan filosof hukum memandang 

hukum atau undang-undang sebagai pertanda yang sangat hakiki dari suatu negara. 

Hukum menempati posisi yang dominan dan utama dalam negara ia merupakan bukti 

terakhir dari kekuasaan dan wewenang negara yang menentukan.

Negara hukum adalah sebuah konsep yang bersifat umum dan dapat 

dihubungkan dengan berbagai predikat lainnya. Secara sederhana negara hukum 

berarti negara yang menegakkan supremasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, 

bukan supremasi kekuasaan. Dalam negara hukum, penguasa tidak bisa berbuat 

menurut kehendak dan kemauannya saja, karena segala tindak tanduk dari kebijakan 

politiknya dibatasi oleh peraturan-peraturan perundang-undangan. (M. Iqbal, 2001: 

197).

Pelaksanaan negara hukum berbeda antara satu dengan yang lain, sesuai 

dengan kondisi sosial, geografis, budaya, politik, dan kesepakatan di antara rakyat 

dengan pemimpin mereka. Menurut Muhammad Tahir Azhari (1992: 63), ada lima 

konsep negara hukum yang berkembang dan dilaksanakan oleh negara-negara di



8

Dunia. Pertama, negara hukum menurut al-Qur’an dan al-Sunnah - ia menggunakan 

istilah nomokrasi Islam; Kedua, negara hukum menurut konsep Eropa kontinental 

yang diterapkan seperti oleh Belanda, Jerman, dan Prancis yang disebut dengan 

rechsstaat; Ketiga, konsep negara hukum (rule of low) yang diterapkan di negara- 

negara Anglo - Saxon, seperti Amerika serikat dan Inggris; Keempat, konsep socialist 

legalitiy yang diterapkan di negara-negara sosialis - komunis, seperti Uni Sovyet 

sebelum bubar pada 1991; Kelima, konsep negara hukum Pancasila.

Konsep negara hukum dalam Islam oleh para sarjana Islam di sebutkan 

dengan beberapa istilah. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa dalam muluksiasi ada dua 

macam bentuk negara hukum yaitu (1) siyasah diniyah yang menurut Prof 

Muhammad Tahir Azhari di teijemahkan sebagai nomokrasi Islam sebagaimana 

digunakan oleh Malcolm Kerr dan Majid Khadduri untuk konsep negara dari sudut 

Islam (2) siyasah ‘aqliyah yang oleh Muhammad Tahir Azhari di teijemahkan 

nomokrasi sekuler. Ciri pokok yang membedakan kedua macam nomokrasi itu ialah 

pelaksanaan hukum Islam (syari’at) dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil 

pemikiran manusia. Dalam nomokrasi Islam, baik syari’at maupun hukum yang di 

dasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berpungsi dan berperan dalam negara. 

Sebaliknya pada nomokrasi sekuler mansuia hanya menggunakan hukum semata- 

mata sebagai hasil pemikiran mereka. Penulis menggunakan konsep negara hukum 

apabila di hubungkan dengan Islam dengan istilah negara hukum menurut Siyasah 

Dusturiyah.
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Konsep negara hukum dalam Siyasah Dusturiyah adalah sesuatu negara 

hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam al-Qur’an dan 

diterapkan oleh sunnah Rasulullah. Sebagai berikut:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah. Perkataan amanah tercantum dalam al-Qur’an 

Surah an-Nisaa’/4:58:

iof 'j: J\ oifcCi ijiy of ii oi

Sfi * /
jw2j oir aDi oi aj ^ <vlo»j Loju aJJI 01 (Jjjdlj

“Sesungguhnya Allah menvuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Soenarjo. dkk, 1971: 128).

2. Prinsip Musyawarah sebagaimana tercantum dalam al-Qur’an Surah 

Ali’Imran/3: 159:

p :0lI )... yoi ^

“...dan bermusyawarahlah engkau hai Muhammad dengan mereka dalam 

setiap urusan...” (A1 Soenarjo. dkk, 1971: 103).

3. Prinsip keadilar.r- Dalam al-Qur’an di sebutkan Surat an-Nisaa’/4: 135 akan 

wajibnya menegakkan keadilan dan manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan 

dilarang menyelewengkan kebenaran disana -disebutkaii perkataan al-qist 

merupakan sinonim perkataan keadilan.
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jl ^1p jJj aU Ja-^aJb ^jy*'1 y^ 1 y^s- jjjJill 1-§j11j

lMj 1 jJa*J (jl <_£y$^\ \j*-^ 1-13 log; <dJli IjdLs jl Lip ^^Ssj LI <jy^kSlj

(^ V o '. s. L~i! 1 ) Ijy^- LlL-> 015”" aJJI <jls 1 yii jl 1 jjIj

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 
atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah 
lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan 
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah 
Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjaan” (Soenarjo. dkk, 1971: 144).

4. Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami anatara lain al-Qur’an Surah al-

Hujurat/49: 13:

ijl 1 (jdij \j^Ldjtsrj j ^i
s s * ?

■fi S' 1> s

.yy>- *-4-p ‘
I & t
Ji j| ^TUjI Alii °^f\

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku- 
suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakvva di antara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” 
(Soenarjo. dkk, 1971: 847).

5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagaimana

digariskan dalam al-Qur;an Surah al-Isra’/17: 70: 

I^AljuUiaSj Q>lLlfl.ll y»

0 0 .
. LL^ajiJ iXaii-
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“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 

mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik 

dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempuma atas kebanyakan 

makhluk yang telah Kami ciptakan” (Soenarjo. dkk, 1971: 435).

6. Prinsip peradilan bebas, prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan 

persamaan dalam negara hukum Islam seorang hakim memiliki kewenangan 

yang bebas dalam makna setiap putusan yang dioa mbil bebas dari pengaruh 

siapapun. Sebagaimana dalam al-Qur’an Surah an-Nisaa’/4: 58:

“...apabila menetapkan hukum di antara manusia agar menghukumi dengan 

adil ...” (Soenarjo. dkk, 1971: 128).

7. Prinsip perdamaian. Salah satu tugas pokok yang dibawa Rasulullah melalui 

ajaran islam ialah mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia di muka bumi 

ini dalam negara hukum menurut Islam perang adalah suatu tindakan darurat 

sebagai tindakan pembelaan. Tetapi perang wajib segera dihentikan apabila pihak 

musuh ingin berdamai ketentuan ini digariskan dalam al-Qur’an, Surah al- 

An.pal/8: 61-62:
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“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya 

dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jika mereka ingin menipu engkau, Allah 

akan menjaga engkau” (Soenarjo. dkk, 1971: 271).

8. Prinsip kesejahteraan dalam negara hukum Siyasah Dusturiyah bertujuan untuk 

mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota 

masyarakat. Untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan ini yang di dalam al- 

Qur’an dirumuskan dengan kata-kata ”baldatun thayibatun wa rabbun ghafuur”. 

Yaitu suatu negara yang sejahtera dibawah ridha Allah.

9. Prinsip ketaatan rakyat. Hubungan antara pemerintah dan rakyat, al-Qur’an telah 

menetapkan suatu prinsip yang dapat dikatakan sebagai prinsip ketaatan rakyat. 

Prinsip itu ditegaskan di dalam Surah an-Nissa’/4: 59:

^ pi\ j p*j\ \^]\ \ pJ\ \pi Ujjtfi \p\[;

if 0^ ail p&\ fJ\j iib jpy pr ji jpy5 in j\ Zjt'j

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (A1 Qur'an) dan Rasul 
(sunnahnya)Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Soenarjo. 
dkk, 1971: 128).



E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian secara garis besar meliputi tahapan sebagai

berikut:

1. Metode penelitian yang penulis pergunakan adalah analisis isi (content analysis), 

yaitu meneliti gagasan Muhammad Tahir Azhary tentang negara hukum.

2. Sumber data penulis terdiri dari dua sumber data, yaitu sumber data primer (pokok) 

dan sumber data sekunder (pendukung). Adapun yang dijadikan sumber data primer 

ialah buku: Negara Hukum, Suatu Stuck tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi 

hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini. 

Penulis Muhammad Tahir Azhary. Dan Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial 

dan Politik. Penulis Muhammad Tahir Azhary dan kawan-kawan. Adapun yang 

dijadikan suimber data sekundemya adalah buku: Fiqh Madzhah Negara. Penulis 

Marzuki Wahid&Rumadi. Dan buku: Fiqh Siyasah. Penulis Muhammad Iqbal, dan 

buku-buku serta tulisan lainnya yang memuat dan membahas negara hukum.

3. Tehnik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara book survey atau 

study kepustakaan dengan mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti.

4. Pengolahan dan analisis data dimuiai dengan mengumpulkan semua bahan, 

kemudian setelah terkumpul dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut:
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a. Mengklasifikasikan data-data yang terkumpul sesuai dengan perumusan masalah.

b. Menganalsis data berdasarkan data yang lain.

c. Menarik kesimpulan akhir dari pembahasan negara hukum menurut Muhammad 

Tahir Azhary.


